
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1376 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KETT(+A AlAS E.J.:.,.sPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017 
TEN'I'ANG PENETA.PAN BENDAHARA PFNERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, 
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBAI‘ITU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 
DAN ATASA.N LP,NGSUNGINIYA PADA. S.ATUAN KERJA PERANGKAT DAERA1-1] UNIT 

KERJA PERANG KAT tIAERAIJ TAHUN ANGGARAN 208 

ENGAN RAH MAT TUT.-IAN . YANG MAHN ESA 

QUT3ERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUMOTA - JAKARTA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Nomor 2375 Tabun 201.7 
sebagaim.ana telah diubah dengan Ke7utusan Oubernur Noi.nor )4-1 
Tahun 2018, telah ditetr,pkan Bendahara Penerimaan, .Bendahara 
Pengeluaran, Bendahara Pentrimaan Pembantu, Ben.dahara 
Pcngeluaran Penal/an ru dan Atasan La.ngsungnya. pada 
Satuan Kerja. Perang,ka.t Daerah/Unit Kerja. Pcrangkat Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

h. .bahWa u ntuk meningkatkai 	 pcilat.a.0 sahafan 
.keuangan pact a Sekreta.,ria7.: DPRD, Puskosroas T:.ecomatan 
Kenulauan Sc ib i titard, Kccart-.!atan Cilincing;  maka Bendahara 
Perigeluaran 	Sreta iat DI)RD 	BendahL-tri). Penciirn.aan 
'Pembantu, 	 Pembantu Puskesmas 
Kccamatan Kepul;,'ivari Seribu Uta.ra dan Bendahara Pcngoluaran 
Pc' haiitu Kecairiatar 	Cil hicing sebagaim.;.4na IKeputusan 
Gubemur Nomor 2375 Tahun 2W 7 per1,..1 diseriipunakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag,almana dimaksud 
dola.ria huruf a dan huruf b, porlu mcnetapkan Keputusan 
Gubern.ur tentang Pcrubahan Ketiga Ata.s Keputusan Gubernur 
Nornor 23'75 Tahun 2017 tentang Ponta pan ilendahara 
Pencrirriaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara. Penerimaan 
Pembantu. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan 
Langsungnya pada Satuan. Kerja Perangkat Daerah /Unit 
Kerja Per angkat Datrah Tahun Anggaran 201.8; 

Mengingat 	1. Undah-Undang N OM or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
T.,:egara; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Prcwinsi Daerah. Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota 
Negara Ke3a.tuan Republik Inrionesia; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daenth seba.gaimana teLth beberapa kali diubah terakhir dengan 
•U n dans -Un clang Nomor 9 Tabun 2015; 
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4. Peraturan Pemerintah Nom or 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; 

7. Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran 
Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 
Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Nomor 944 Tahun 2018; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2375 TAHUN 2017 TENTANG 
PENE'FAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, 
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2375 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu 
dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit 
Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 944 Tahun 2018, diubah 
sebagai berikut : 

a. Halaman 2 nomor urut 1 Bendahara Pengeluaran pada 
Sekretariat DPRD diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Bendahara Pengeluaran 

No. Nama 
Bendahara NIP/NRK 

Pangkat/ 
Gol. 

Ruang 
SKPD/UKPD Atasan Langsung 

Tanggal 
Mulai Tugas 

20. Harys 
Sasongko, S.E. 

19720905200 
9041002/175 

199 

Penata 
Muda 
(III/a) 

Sekretariat 
DPRD 

Sekretaris DPRD 2 Juli 2018 

b. Halaman 6 nomor urut 33 Bendahara Penerimaan Pembantu 
pada Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Dinas Kesehatan Bendahara Penerimaan PembantU 

No. Nama 
Bendahara NIP/NRK 

Pangkat/ 
Gol. SKPD/UKPD Atasan Langsung 

Tanggal 
Mulai Tugas 

Ruang 

33. Mulyani 19661231198 Pengatur Puskesmas Kepala Puskesmas 2 Juli 2018 
7032036/110 Tk.I (Hid) Kecamatan Kecamatan 

534 Kepulauan Kepulauan Seribu 
Seribu Utara Utara 
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c. Halaman 22 nomor urut 37 Bendahara -Pengeluaran Pembantu 
.pada. Pu skesmars Kecamatan Kepulauan ,Seribu Utara diUbah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Dinas Kesehatan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

No. Nama 
Bendahara NIP/ NRK 

Pangkat/ 7 
Go]. 

R.uang 
SKPD/UKPD Atasan Langsung Tanggal 

Mulai Tugas 

22. 

L._ 

Lidya 19710414199 
8032005/125 

707 

Pengatur 
(II/c) 

Puskesmas 
Kecamatan 
Kepulauan 
Seribu Utara 

Kepala Puskesmas 
Kecamatan 
Kepulauan Seribu 
Utara 

2 Juli 2018 

d. Halaman 47 nomor urut 33 Bendahara Pengeluaran Pembantu 
pada Kecamatan Cilincing diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Kota Admi.nistrasi Jakarta Utara Bendahara Pengeluaran Pembantu 

No. Nama 
Bendahara NIP/NRK 

Pangkat/ 
Go!. 

Ruang 
SKPD/UKPD . Atasan Langsung Tanggal 

Mulai Tugas 
H 

33. Akti Ismailiah 	19831] 12201 Penata Kecamatan Ca.mat Kecamatan 1 Agustus 
0012032 Muda. Cilincing .Cilincing 2018 

. (III/a) 

• Pasal II 

Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tangga.1 ditetapkan 
clan berla.ku surut terhitung sejak tanggal 1 juli 2018. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 September 2018 

OUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
I IJKOT JAKARTA, 

A IES 13: SWEDA,N 

Tembusan : 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 

10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta 
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta 
16. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta 
17. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta 
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